
rnenyesuaikan nornenklatur sesuai kebutuhan;

denganDaerahPerangkatkelernbagaan

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rneningkatkan dan

rnernperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan

Kerja Perangkat Daerah guna rnendoron

gtercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup

rnasyarakat, dipandang perlu rnenata kernbali

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIATDAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

••IIHIMPUNAN PERAnJRAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian JayaTengah, Provinsilrian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sarong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian JayaTengah,

Provinsi Irian JayaBarat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat

Nomor2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat:

b. bahwauntuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu

mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah

Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Papua Barat:

••IIHIMPUNAN PERATURAN DARRAH PROVINSI PAPUA BARAT



3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4151), sebagalmana telah diubahdengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

UndangNomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khususbagi Provinsi Papuamenjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 3890);

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik IndonesiaNomor 018/PUU-l/2003;
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Perundang-undanganPeraturanPembentukan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2004 Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang PerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 4884);
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11. Peraturan DaerahProvinsi PapuaBarat Nomor 2 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah

ProvinsiPapuaBarat Tahun 2009 Nomor 32);

10. Peraturan DaerahProvinsi PapuaBarat Nornor 1Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi

Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah

Provinsi PapuaBarat Tahun 2009 Nomor 31);

9.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Dan Pemerintahan DaerahKabupaten!Kota (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja.Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Barat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provlnsi Papua Barat

Tahun 2009 Nomor 32, diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,

Sekretariat Daerah, Bagian Keenam Paragraf 2 Pasal 19 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA ~EKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

GUESERNUR PAPUA BARAT

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dengan Persetujuan Bel'Sama

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVlNSI PAPUA BARAT



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

19, Biro Perekonomian mempunvai fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan

konsep pengembangansaranaperekonomian;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraanpelayanan di bidang

perekonomian daerah;

c. penyiapan bahan pembinaan da, penyusunan kebijakan teknis

pengembangankerjasamadengan pemerintah dan dunia usaha;

d. penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan koordinasi

pelaporan;

e. pelaksanaanurusan ketatausahaan.

Pasal 20

Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok mengana1isis,

merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis penyusunan dan

pengelolaan perekonomian daerah, pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi kerjasama di bidang perekonomian dan pelaksanaan

pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Biro Perekonomian

Pasal19
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1) SubBagianUsahaPerhubungan;

1) SubBagianPenanamanModal dan Promosi;

2) SubBagianBadanUsahaMilik Daerah;

3) SubBagianTata UsahaBiro.

c. Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan,

membawahkan :

(1) SusunanOrganisasidan Tata KerjaSekretariat Daerah,terdiridari :

a) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunandan KesejahteraanSosial,

mengkoordinasikan :

1. Biro Perekonomian, membawahkan :

a. Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Industri, energi dan perdagangan,membawahkan :

1)SubBagianKoperasidan UsahaMikro KecilMenengah;

2) SubBagianIndustri dan Energi;

3)SubBagianPerdagangandan Pemasaran.

b. Bagian Penanaman Modal, Promosi dan SUMD,

membawahkan :

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal29

2. Ketentuan BAB IV, Susunan Organisasi Pasal 29 ayat (1) point c.

Angka 2. dan point d., Angka 1. d., dan Angka 2. b., 1) dan b., 3)

diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut :
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasalll

2. Biro Umum, membawahkan :

b. Bagian Keuangan Setda, membawahkan :

1) Sub Bagian Urusan Gaji dan Perjalanan Dinas;

3)Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

1) Sub Bagian Kepegawaian Setda;

2) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;

3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.

1) Sub Bagian Kelautan;

2) Sub Bagian Pertanian dan Kehutanan:

3) Sub Bagian Ketahanan Pangan.

b) Asisten Bidang Administrasi, mengkoordinasikan :

1. Biro Organisasi, membawahkan :

a. Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur,

membawahkan :

2) Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan;

3) Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

d. Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan,

membawahkan:
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TembusanKepadaYth.
1. Menteri DalamNegeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangandi Jakarta;
3. Menteri NegaraPendayagunaanAparatur Negaradi Jakarta;
4. KepalaBKNdi Jakarta;
5. ParaBupati! Walikota SeProvinsiPapuaBarat;
6. KetuaDPRPBdi Manokwari;
7. KepalaSKPDdi lingkungan ProvinsiPapuaBarat.

KEPALABIRO HUKUM,

Cl7-7
WAFIK WURYANTO,SH

Pembina TK.I
NIP. 195708301982031005

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2012 NOMOR 68

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MARTHEN LUTHERRUMADAS

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNURPAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu

organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

Dalam penvelenggaraan pemerincahan daerah, kepala daerah

dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang

membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam

sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk

Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan,

unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam

Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang

diwadahi dalam Dinas Daerah.

I. UMUM

ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIATDAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOM OR 13 TAHUN 2012
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Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan

tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan

banyaknyatugas, luaswilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan

kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan

yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh

pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat

proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasiunggulan

Hal ini dirnaksudkan untuk efesiensi dan memunculkan sektor

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakanoleh

daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang

dapat dikembangkan dalarn rangkapengembanganekonomi daerah.

pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan

setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada

masing-masingtingkatan pernerintahan.

urusanpembagianterminologiperubahanDengan

pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan

pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHPROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 65

Pasalll

Cukup Jelas

Pasal28

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal25

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal29

Cukup Jelas

II. PASALDEMI PASAL

Pasall

Angka 1

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal27

Cukup Jelas

karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi

Papua Barat tidak senantiasa sama atau seragam.
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ABRAHAM O.ATURURI

ltd

GUBERNURPAPUA BARAT,Salinan sesual aslinya

~~KUM,

~~TO,SH
Pembina TKI

NIP. 19570830 198203 1 005

BIRO
ORGANISASI

I

i
RAGlAN

BAGIAN BAGIAN RAGlAN KEPEGAWAIAN DAN
KELEMRAGAAN TATALAKSANA ANAUSIS JABA TAN PENDAYAGUNAAN

APARATUR

r I
SUB RAGlAN SUB RAGlAN

KELEMBAGAAN DINAS DAN SUB RAGlAN f- ANAllSISJARATAN SUB RAGlAN
SEKRETARIAT DPRD SISTEM DAN PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH KEPEGA WAL\N SETDA

DAN SEKRETARIAT DPRD

SUB RAGlAN SUB RAGlAN SUB RAGlAN SUBBAGL\N
KELEMBAGAAN LTD DAN AKUNTABIUTAS f- ANALISIS JABATAN DINAS PENGEMBANG,\N BUDAYA
SEXRETARIAT DAERAII KlNERJA KERJA APARATUR

SUB RAGlAN SUBBAGIAN SUB RAGlAN
FA!'ILITASI TAT A USAHA BIRO

'- SUB RAGlAN PENDA YAGUNAAN
KELEMBAGAAN ANAllSISJABATAN LTD APRATUR

KABJKOTA

Lamplran :PEROAProvinsl Papua Barot
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal 31 O....... be< 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUABARAT



ABRAHAMO. ATURURI

ttd

GUBERNURPAPUA BARAT,Salinan sesuel asliny.

~~
~O,SH

Pembina TKI
NIP. 19570830 198203 1 005

BIRO
UMUM

j

RAGlAN RAGlAN RAGlAN BAGIAN
RUMAH TANGGA KEUANGANSETDA SANDI DAN TATA USAHA UMUM

TELEKOMUNlKASI

SUBDAGIAN
SUBBAGIAN SUB RAGlAN PEMEUJlARAAN SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA URUSAN GA.JI DAN PERALA TAN SANDI '" ARBIP DAN EKSPEDISI
PlMPINAN PERJAl.ANAN DINAS TELEKOMUNlKASI

SUBDAGIAN ~ SUB RAGlAN SUBBAGIAN SUBDAGIAN
URUSAN DAl.AM ANGGARAN PENGAMANAN DAN r- TATA USAHA PIMPINAN

OPERASI SANDI

SUBDAGIAN SUBDAGIAN SUBBAGIANSARANADAN VERIFIKASI DAN ADMINISTRASI SUBBAGIAN
PELAYANAN PEl.APORAN TELEKOMUNIKASI TATA USAHA BIRO'-

Lamplr." :PERDA Pro\insl Papua BIIrllt
Nomor13 Tahun 2C12
Tango.1 31 De...... ber 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO lIMUM SETDA PROVINSI PAPt)A BARAT



ABRAHAM O. ATURURI

ttd

GUBERNUR PAPUA BARAT,
Salinan sesuai aslinya

~~KUM.

~TO,SH
Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

I
BIRO

IPEMERINT AllAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM OTONOMIDAERAli PENGEMBANGAN DAERAII PEMBINAAN OTONOMI

KAMPUNG

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGJA."I
DEKONSENTR<\SI D<\N PENYELENGGARAAN SUDBAGL\N BlNA PERANGKAT
TUGAS fEMDANTUMI OTONOl\-U DAERAlI PEMEKARAN DAERAII KAMPUNGD~"

KELURAlIAN

SUBBAGlAN
EVALUASIKlNElUA ' SUBBAGL\N

SUBBAGIAN PENYELENGGARAAN r- PENATAAN BATAS SUBBAG~"
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAllAN .KAB.lKOTA DAERAH TATA PElIIERINTAHAN

DANPELAPORAN KMIPUNGDAN
PEP-l.ERINTAllAN DAERAH KELURAlIAN

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN '-- PENGEMIIANGAN SUBBAGIAN

TATA USAHA BIRO SUBBAGIAN KAPASITAS DAERAli BlNA SARANA DAN

PERANGKAT DAERAH PRASARANA KA~IPUNG
DAN KELURAIL<\N

Lamplran :PEROAProvtnai PaP'U Barat
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal 31o.a.nber 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO PEMERINIAUAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT



ABRAHAMO. ATURURI
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GUBERNURPAPUA BARAT.
Sallnan sesual a!lInya

~~HUKUM,

~ANTO.SH
Pembina TKI

NIP. 19570830198203 1 005

BAGL\N BAGlAN BAGlAN RAGlAN
PERATURAN PERUNDANCr KA.nA8 HUKUM BANTIJAN nUI:UM DOKUMENTASI DAN
UNDANGAN INFORMASI HUKUM

I J I J
SUBDAGlAN

!
SUBBAGL\N EVALUASIRAPERDA I- SUDB;\GlAN SUBBAGIAN

PERATURAN DAERAR KABUPATENIKOTA SENGKET A IIUKUM PENYULUIlAN HUKUM

SUBBAGIAN SUBBAGlAN
SUBBAGIAN PENEUTlAN DAN BANTUANPERLINDUNGAN SUBBAGlAN

PERATURAN GUBERNUR KAJlAN HUKUM IIUKUM DOKUMENTASI HUKUM

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PENGA WASAN PRODUK '- SUBBAGlAN

KEPUTUSAN GUBERNUR '- PENYIDIK PNS SUBBAGIAN
HUKUM KAB./KOT A TAT A USAHA BIRO

BIRO
HUKUM

Lampl,"n :PERDA Provlnal PlPUI "",lit
Nomor13 TahUn 2012
Tlngoll 31 De.ember 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA BARAT



!
ABRAHAM O. ATURUR.I
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GUBERNUR PAPUA BARAT,
Sallnan sesuai aslinya

~~HUKUM,

~YANTO,SH
Pembina TK..1

NfP. 19570830 198203 1 005

BIRO
HUMASDANPROTOKOL

RAGlAN RAGlAN BAGIAN RAGlAN
UUBUNGAN DAN PEMBERITAAN DAN PROTOKOL DOKUMENTASI
PENERANGAN MASYARAKAT PENERBITAN

I I I I
SUB RAGlAN SUBBAGIAN SUB RAGlAN

PENGEMBANGAN PENYIARAN DAN f- KEGlATAN PIMPINAN DAN SUB RAGlAN
KOMUNIKASI LAYANAN PERS TATAACARA DOKUMEr.'T AS)

SUB RAGlAN

H 8UBBAGlAN
PENERANGAN SUB RAGlAN f-- SUB RAGlAN
MASYARAKAT PENERBITAN AKOMODASI TAMU INFORlllASl

SUBBAGlAN
SUBBAGIAN SUBBAGlAN

~

SUB RAGlAN
SARANADAN

SARANA PENERANGAN '- PRASARANA
TATA USAllA BIRO DISTRIBUSI

l..Implran :P£ROA Ptovlnal Papu.oBaral
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal31 o.Mmber 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO HUMAS DAN PROTOKO(' SETPA PROVINSI PAPUA BARAT



ABRAHAM O. ATURURI

ltd

GUBERNUR PAPUA BARAT,
Salinan sesual aslinya

~~HUKUM,

~ANTO,SH
Pembina TKI

NIP. t 9570830 t 98203 t 005

BIRO

IPEREI(ONOMIAN

I
MGlAN BAGlAN BAGlAN BAGlAN

KOPr:RASI, USAHAMI1\."RO, PENANAMAN MODAL, PERHUBUNGAN, KELAUTAN, PERTANlAN DAN
II..'ECIL DANMENENGAH PROMOSI DAN BAnAN PARIWISATA DAN KETAHANANPANGAN
~nUSTRY,ENERGIDAN USAHA MILIK DAERAH KETENAGAKERJAANPERDAGANGAN

SUBBAGlAN SUBBAGIAN SUBBAGlAN
KOPERASI DAN USAHA PENANAMAN MODAL USAHAPERHUBUNGAN SUBBAGlAN

MIKRO KECIL MENENGAH DANPROMOSI KELAUTAN
';

SUBBAGlANSUBBAGlAN SUBBAGlAN
INDUSTRY DAN ENERGI BADAN USAHA MILIK t- PARIWISATA DAN SUBBAGlAN

DURAll KEBUDAYAAN PERT ANlAN DAN
KEBUTANAN

SUBBAGlAN SUBBAGlANSUBBAGlAN
PERDAGANGAN DAN TAT A USADA BIRO '- KETENAGAKERJAAN DAN SUBBAGlAN

PEMASARAN TRANSMIGRASI KETAHANAN PANGAN

Lamplnon :PERDA Pmvtnal Papua Bara'
Nomor13 TahUn2012
Tangval 31O'.......ber 2012

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO PEREI(ONOMIAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT



ABRAHAMO. ATURURI

ttd

GUBERNURPAPUA BARAT,
Sallnao sesual aslioya

~:~OHUKUM,

~YANTO,SH
Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

BIRO
PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

l

BAGIAN IlAGIAN BAGIAN IlAGL'lN
PEMBANGUNAN KESEJruITERAAN SOSlAL PEMUDA. OLAllRAGA DAN PENDlDlKAN DAN

KESENlAN KEAGAlIfAAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUNGRAMDAN KESEJAIITERAAN SOSlAL SUB BAG IAN SUBIlAGIAN
PENGELOLAAN r- PEMBlNAAN PEMUDA PEMBlNAAN PENDlDlKAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN SARANA KEAGAl'olAAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ADMlNISTRASJ DANTUAN SOSIAL PEMBINAAN OLAHRAGA SUDBAGIAN
PEMBANGUNAN DINA LEMBAGA

KEAGAMAAN

J
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

MONITORING, EVALUAS!, PEMBINAAN MENTAL L PEMBlNAAN KESENIAN SUBBAGIAN
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